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WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 1V TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA INSENTIF/JASA PELAKSANAAN VAKSINASI
LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE

WALI KOTA PAREPARE

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri

Mengingat :

1%

Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang
Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Bersumber dari Dana Alokasi
Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4723/2021 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis
Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana
Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan
Standar Biaya Insentif/Jasa Pelaksanaan Vaksinasi Lingkup
Dinas Kesehatan Kota Parepare;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
Parepare;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang.........
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. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem
Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5542);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES /4241/2021 tentang Petunjuk Teknis
Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi
Hasil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteni Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/4723/2021 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis
Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana
Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;
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11. Peraturan Walikota Parepare Nomor 50 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021
Nomor 50)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR
BIAYA INSENTIF/JASA PELAKSANAAN VAKSINASI LINGKUP
DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE.

Menetapkan Standar Biaya Insentif/Jasa Pelaksanaan
Vaksinasi Lingkup Dinas Kesehatan Kota Parepare
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini. ‘

. Segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan

pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kode
rekening 5.02.02.2.04.09 (Pengelolaan Dana Darurat dan -
Mendesak).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022

denga:_x ketcntuan apabﬂa terdapat ke




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 10T TAHUN 2v22
TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA
INSENTIF/JASA PELAKSANAAN
VAKSINASI LINGKUP DINAS
KESEHATAN KOTA PAREPARE

STANDAR BIAYA INSENTIF/JASA PELAKSANAAN VAKSINASI LINGKUP DINAS
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